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ABSTRAK 

 

Timothy Pangihutan.202220251027. “Kewenangan Penyidik Dan Penuntut 

Umum KPK Untuk Melakukan Perampasan Aset Terdakwa Yang Belum Di Putus 

Oleh Pengadilan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi.” 

Pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi dalam hal terdakwa yang 

meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak diatur 

dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sehingga di salah tafsirkan seolah-

olah tidak dapat disita. Penelitian dengan pokok permasalahan 1) Apa kelemahan 

pengaturan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi terhadap kasus terdakwa 

yang belum mendapat putusan Pengadilan? 2) Bagaimana pengaturan perampasan 

aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa tindak pidana korupsi yang 

meninggal sebelum ada putusan jika ditinjau dari asas pemisahan kekuasaan?  

Berdasarkan pokok bahasan tersebut, adapun tujuan penelitian ini untuk 

menggambarkan mengenai kelemahan pengaturan perampasan aset tindak pidana 

korupsi yang belum mendapat putusan pengadilan dan untuk menggambarkan 

mengenai pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang terdakwa 

tindak pidana korupsi yang meninggal sebelum ada putusan. Sehingga untuk 

menjawab pertanyaan tersebut maka dilakukan penelitian secara yuridis normatif, 

yang bersifat deskriptif analitis, pengumpulan data secara studi kepustakaan dan 

metode deduktif sebagai penarikan kesimpulan.  

Pengaturan perampasan aset terhadap harta kekayaan seorang tindak pidana korupsi 

tidak perlu menunggu adanya penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap sehingga kerugian negara akibat perbuatan melawan 

hukum dapat disita oleh aparat penegak hukum. Pemberian kewenangan kepada 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaksanakan penyitaan terhadap 

aset tindak pidana korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak 

pidana korupsi. Sehingga pemisahan kekuasaan dalam melakukan penyitaan yang 

dilakukan oleh Kejaksaan harus dipisah, tujuannya untuk memberikan kewenangan 

sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan 

penyidikan, penyelidikan, penuntutan hingga penyitaan secara optimal. 

Kata Kunci: Kewenangan, Perampasan Aset, Korupsi. 
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ABSTRACT 

 

 

Timothy Pangihutan.202220251027. “The authority of KPK investigators and 

prosecutors to seize assets of defendants that have not been decided upon by the 

court in cases of corruption crimes.” 

The regulation on asset confiscation for corruption crimes does not specify 

procedures for defendants who pass away during trial, confusing as to whether 

assets can be seized. The subject on this research: 1) What are the weaknesses in 

asset confiscation regulations for corruption cases involving defendants without 

court verdicts? 2) How does asset confiscation for the wealth of a deceased 

corruption defendant align with the principle of separation of powers? 

Based on the above discussion, the purpose of this research is to describe the 

weaknesses in asset confiscation regulations for corruption cases without court 

verdicts and to outline the regulations concerning asset confiscation for the wealth 

of a deceased corruption defendant before a verdict. To address these questions, a 

normative juridical study is conducted, which is descriptive-analytical, utilizing 

literature review as the method of data collection and employing deductive methods 

for concluding. 

The regulation of asset confiscation for the wealth of a corruption offender does not 

require waiting for a judge's determination and legally binding court verdict, 

enabling law enforcement agencies to seize state losses resulting from illegal acts. 

Empowering the Corruption Eradication Commission (KPK) to conduct asset 

seizures for corruption offenses aims to prevent and eradicate corruption. Thus, the 

separation of powers in asset seizure by the Prosecutor's Office must be distinct, to 

grant full authority to the KPK for investigation, prosecution, and optimal asset 

seizure. 

Keywords: Authority, Asset Forfeiture, Corruption. 
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